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Received: This study examines the effects of institutional ownership, independent board of
(11-11-2024) commissioners, and audit committee on tax avoidance practices among
Accepted publicly-traded companies in Indonesia. The findings aim to provide insights for
(09-12-2024) policymakers and regulators to enhance tax compliance and ensure companies
Available Online : Sulfill their tax obligations. The study employs a quantitative approach, utilizing
(01-02-2025) secondary data from the financial reports of Indonesian Stock Exchange in the

banking sector. The research aims to investigate how these key corporate
Keywords governance mechanisms influence tax avoidance behavior, with the ultimate

goal of informing policies and regulations to promote greater tax compliance
Good corporate and responsible corporate practices. By exploring the relationship between
governance; tax these governance factors and tax avoidance, the study seeks to contribute to the
avoidance understanding of how to foster a more transparent and accountable tax

environment among publicly-traded companies in Indonesia. The study also
aims to shed light on the role of corporate governance in shaping tax practices,
which can inform the development of policies and regulations to promote ethical
and responsible tax management among publicly-traded companies in
Indonesia.

Pendahuluan

Penghindaran pajak telah menjadi perhatian yang terus meningkat baik bagi perusahaan
maupun pemerintah di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan
yang signifikan dalam penggunaan strategi perencanaan pajak oleh perusahaan untuk
meminimalkan kewajiban pajak mereka, sering kali melalui cara-cara yang legal tetapi secara etis
dipertanyakan. Penghindaran pajak, praktik yang umumnya dikaitkan dengan perencanaan pajak,
melibatkan pengelolaan pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam batas-batas hukum
(Rizkiana & Suripto. 2022). Ini adalah pendekatan legal yang bertujuan untuk mengurangi beban
pajak perusahaan dengan mengeksploitasi celah pajak yang legal (Widyastuti et al., 2022).
Penghindaran pajak biasanya melibatkan aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi laba kena
pajak dfEindingkan dengan laba akuntansi untuk meminimalkan beban pajak (Marfiana & Putra,
2021). Praktik ini berbeda dengan penggelapan pajak, yang melibatkan metode ilegal untuk
mengurangi kewajiban pajak.

Kepatuhan pajak adalah masalah penting bagi perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menyuarakan kekhawatiran tentang
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penghindaran pajak, dengan laporan-laporan yang mengindikasikan bahwa banyak perusahaan
multinasional yang beroperasi di Indonesia gagal memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh)
Badan mereka karena kerugian yang dilaporkan (Sari & Ramli, 2023). Situasi ini menyoroti
perlunya meneliti praktik kepatuhan pajak di antara perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.
Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak dapat memberikan
wawasan yang berharga bagi para pembuat kebij§kan dan regulator untuk mengatasi masalah ini
secara efektif. Memahami peran mekanisme tata kelola perusahaan yang penting, seperti
kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit, dapat memberikan
gambaran tentang bagaimana meningkatkan kepatuhan pajak dan memastikan bahwa perusahaan
memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Kepemilikan institusional, yang mengacu pada kepemilikan saham institusi keuangan seperti
dana investasi, dana pensiun, dan perusahaan asuransi di perusahaan publik, merupakan faktor
penting dalam pengambilan keputusan perusahaan dan strategi perencanaan pajak. Penelitian
menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan institusional yang lebih tinggi berhubungan dengan
peningkatan praktik penghindaran pajak (Khan et al., 2017). Kepemilikan institusional mengacu
pada kepemilikan saham oleh institusi keuangan seperti dana investasi, dana pensiun, dan
perusahaan asuransi (Damayanti & Wulandari. 2021). Biasanya dihitung sebagai persentase
perusahaan yang dipegang oleh institusi-institusi tersebut (Dyreng et al., 2019). Meskipun
kepemilikan institusional yang tinggi dapat menunjukkan kepemilikan saham yang substansial di
suatu perusahaan, namun hal tersebut tidak secara inheren menjamin pengaruh terhadap praktik
penghindaran pajak. Namun, kepemilikan institusional, terutama ketika dimoderasi oleh
profitabilitas, telah terbukti mempengaruhi penghindaran pajak (Iwanty & Surjandari, 2022).
Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi pengaruh kepemilikan manajerial, intensitas modal,
dan tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak, dengan hasil yang menunjukkan tingkat
signifikansi yang berbeda-beda (Nailufaroh et al., 2022; Widyastuti et al., 2f2). Selain itu,
keberadaan komisaris independen dapat memoderasi hubungan antara leverage, intensitas modal,
dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak (Khamisan & Astuti, 2023; Afrianti et
al., 2022).

Komisaris independen, yang didefinisikan sebagai anggota dewan yang tidak terafiliasi
dengan manajemen perusahaan atau pemegang saham pengendali, diharapkan dapat memberikan
pengawasan yang obyektif dan teliti terhadap keputusan manajemen, termasuk kegiatan yang
berhubungan dengan pajak. Keberadaan dewan komisaris yang kuat dan independen dapat
bertindak sebagai pengawas terhadap kebijaksanaan manajffflal dan mencegah praktik
penghindaran pajak. Peran dewan komisaris independen dalam tata kelola perusahaan sangat
penting untuk mengawasi dan membentuk strategi perencanaan dan kepatuhan pajak perusahaan.
Komisaris independen, yang tidak terafiliasi dengan manajemen perusahaan atau pemegang saham
pengendali, bertugas untuk memberikan pengawasan yang obyektif dan p@heriksaan atas
keputusan manajemen, termasuk yang terkait dengan aktivitas perpajakan. Penelitian telah
menunjukkan bahwa komisaris independen berdampak positif dalam mengawasi manajemen
perusahaan untuk meminimalkan kesenjangan penghematan pajak (Amalia & Firmansyah, 208 .
Mereka adalah bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan yang memastikan penggunaan aset
perusahaan secara efisien, menjamin pengembalian investasi untuk membiayai pemasok, dan
mencegah distribusi aset yang tidak tepat kepada manajer atau pihak lain dengan mengorbankan
para pemangku kepentingan (Zhong & Li, 2016).
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Komite audit, komponen penting lain dari tata kelola perusahaan, juga memainkan peran
penting dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Komite audit, yang bertanggung jawab
untuk mengawasi pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko perusahaan,
dapat memberikan lapisan pengawasan dan akuntabilitas tambahan dalam proses perencanaan
pajak. Kehadiran komite audit yang efektif, yang terdiri dari anggota yang independen dan melek
finansial, dapat membantu mengurangi penghindaran pajak dengan memastikan integritas
pelaporan keuangan, meningkatkan kontrol interngfflan memantau keputusan manajemen terkait
pajak. Komite audit adalah elemen penting dari tata kelola perusahaan yang secara signifikan
berdampak pada praktik penghindaran pajak. Penelitian menunjukkan bahwa komite audit yang
efektif, yang terdiri dari anggota yang independen dan melek finansial, dapat membantu
mengurangi penghindaran pajak dengan memastikan integritas pelaporan keuangan,
meningkatkan koffrol internal, dan memantau keputusan terkait pajak manajemen (Hsu et al.,
2018). Selain itu, praktik tata kelola yang baik, termasuk keberadaan komite audit, telah terbukti
dapat membantu perusahaan dalam mengelola dan memitigasi praktik penghindaran pajak
(Widyastuti et al., 2022). Dewan komisaris dan komite audit, sebagai perwakilan dari tata kelola
perusahaan, dapat secara positif fgmpengaruhi perilaku penghindaran pajak dalam perusahaan.

Teori keagenan menyatakan bahwa pemisahan kepemilikan dan kontrol di perusahaan publik
dapat menyebabkan potensi konflik kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer
(agen). Konflik ini dapat muncul ketika manajer terlibat dalam perilaku oportunistik, seperti
praktik penghindaran pajak, yang memprioritaskan kepentingan mereka sendiri di atas
kepentingan pemegang saham. Teori keagenan menekankan pada konflik kepentingan yang dapat
timbul antara pemegang saham dan manajer di perusahaan publik karena adanya pemisahan
kepemilikan dan pengendalian. Konflik ini sering terjadi ketika manajer lebih mengutamakan
kepentingannya sendiri daripada kepentingan pemegang saham, yang mengarah pada praktik-
praktik seperti penghindaran pajak (Damayanti & Wulandari, 2021). Mekanisme tata kelola
perusahaan, termasuk kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan ffnite audit,
sangat penting dalam memitigasi konflik ini dan menyelaraskan kepentingan manajer dan
pemegang saham (Hsu et al., 2018).

Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai hubungan yang kompleks antara
elemen-elemen tata kelola perusahaan dan praktik penghindaran pajak. Dengan menyelidiki
dampak dari kepemilikan institusional, pengawasan dewan independen, dan komite audit,
penelitian ini memberikan pengetahuan yang berharga tentang bagaimana berbagai aspek tata
kelola perusahaan dapat membentuk strategi perencanaan dan kepatuhan pajak perusahaan.
Temuan ini memiliki implikasi penting bagi para pembuat kebijakan, regulator, dan pemangku
kepentingan perusahaan dalam mengembangkan struktur tata kelola yang efektif yang dapat
mengekang penghindaran pajak yang agresif dan menyelaraskan insentif manajerial dengan
kepentingan jangka panfg§llg organisasi dan para pemegang saham.

Keberadaan dewan komisaris independen dalam kerangka kerja tata kelola perusahaan s@pgat
penting dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Direktur independen, yang
tidak terafiliasi dengan manajemen perusahaan, memberikan pengawasan dan pemantauan yang
efektif terhadap keputusan manajemen terkait pajak, memastikan keselarasan antara kepentingan
jangka panjang perusahaan dan kewajiban kepatuhan pajak. Penelitian telah menunjukkan bahwa
keberadaan komisaris independen sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dapat
memoderasi hubungan antara berbagai faktor seperti leverage, intensitas modal, pertumbuhan
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penjualan, dan profitabilitas, serta dampaknya terhaclap penghindaran pajak (Widyastuti et al.,

2022; Afrianti etal.,2022; Amalia & Firmansyah, 2022: Hsu et al., 2018; Damayantl&Wulandan
2021; Khamisan & Astuti, 2023; Sumantri et al., 2022). Temuan-temuan ini menyoroti pentingnya
memiliki pengawasan independen untuk memastikan bahwa keputusan terkait pajak sejalan
dengan tujuan strategis perusahaan dan persyaratan kfgpatuhan.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa komite audit, sebagai komponen kunci dari
tata kelola perusahaan, dapat secara signifikan mempengaruhi perencanaan pajak dan strategi
kepatuhan perusahaan (Widyastuti et al., 2022; Hsu et al.. 2018). Secara khusus, kualitas dan
independensi komite audit telah disoroti sebagai faktor penting dalam menganalisis dan mencegah
praktik penghindaran pajak. Selain itu, penelitian telah mengindikasikan bahwa kehadiran
perempuan dalam peran tata kelola, termasuk komite audit, dapat berdampak positif dalam
mengurangi penghindaran pajak perusahaan (Suleiman, 2020). Selain itu, efektivitas kualitas audit
telah dikaitkan dengan pengaruh praktik penghindaran pajak perusahaan (Riguen et al., 2020;
Rizkiana & Suripto, 2022). Telah ditemukan bahwa perusahaan dapat meningkatkan penghindaran
pajak setelah audit, yang menunjukkan bahwa pemeriksaan saja mungkin tidak cukup untuk
mencegah penghindaran pajak (Finley, 2018). Selain itu, studi mengenai pengaruh eksekutif
terhadap penghindaran pajak perusahaan telah menunjukkan bahwa eksekutif individu memainkan
peran penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan
(Dyreng et al..2010).

Untuk menyelidiki dampak dari mek@Jisme tata kelola perusahaan terhadap penghindaran
pajak, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Hi: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Ha: Keberadaan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Hj: Keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2021 — 2022. Dalam menentukan sampel penelitian digunakan metode
purposfje sampling dengan beberapa kriteria, tersaji pada Tabel 1.

Table 1. Kriteria sampel penelitian

No Kriteria Pengambilan Sampel Jumlah

1 Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022. 47

2 Perusahaan yang tidak merilis serta memberi laporan tahunan, kurun tahun 2021-2022 (5)

3 Perusahaan yang menderita kerugian sepanjang 2021-2022. (12)

4 ([Berusahaan yang tidak mempunyai kelengkapan data (2)
Perusahaan yang menjadi sampel penelitian 28
Jumlah sampel penelitian 27 perusahaan x 2 tahun (2021-2022) 56

Sumber : Data diolah, 2024

Variabel dependen di sini yakni penghindaran pajak. Penghindaran pajak melibatkan
meminimalkan kewajiban pajak secara legal dengan mengeksploitasi celah dalam undang-undang
perpajakan tanpa melanggarnya (Marfiana & Putra, 2021). Pengukuran penghindaran pajak
memakai CETR perusahaan, yang mana kian tinggi CETR, bermakna kian rendah pula taraf
penghindaran pajaknya. Penghitungan CETR memakai rumus:

325|Page Ippm.stiemahaputrariau@gmail.com | ambitek@stie-mahaputra-riau.ac.id




» LPPM STIE Mahaputra Riau

mtp:mumaIambitelﬂimh&putmau,x.id
Volume.5 No.1 Februari 2025
ISSN: 2715-7083 ( Cetak )

1. Bisnis dan Teknologi (AMBITEN) 2962-2042 (Online)

v Page. 322-

-
-~

Pembayaran Sebelum Pajak

CETR = Laba SebalumPajale  CTTITTTTTTIIIIII e (L)

Variabel independent dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris
independen, dan komite audit. Maksud dari kepemilikan institusional yakni pemegang saham suatu
korporasi oleh pemerintah, lembaga keuangan, badan hukum, lembaga luar negeri, dana perwalian
serta institusi lain. Kepemilikan institusional pada sebuah perusahaan bisa mendukung
pengawasan yang baik atas manajemen. Tinggi rendahnya pengaruh dari variabel kepemilikan
institusional, nantinya turut memberi pengaruh pada agresifnya kebijakan yang dijalankan
perusahaan. Pada konteks di sini, kepemilikan institusional dinilai melaui presentase. kepemilikan

institusional bisa dinilai lewat rasio :
Proporsi Saham yang dimiliki Institusi
K1 =222 T e e e e, (2)

Jumlah Saham yang diterbitkan

Dewan komisaris independen diartikan selaku individu yang tidak mempunyai korelasi ke
pemilik saham pengendali, tak mempunyai korelasi ke direksi maupun dewan komisaris, atau
bukanlah direktur di korporasi yang mempunyai keterkaitan dengan badan usaha pemilik Dewan

komisaris independen bisa dinilai melalui rumus:

. . umlah Komisaris Independen
Dewan Komisaris Independen = 1 D T e (3)
Total Komisaris

Komite ini dibentuk dewan komisaris guna menjalankan pengawasan kepada manajemen
perusahaan. Komite audit menjadi pihak yang dipilih secara spesifik, tidak mempunyai
keberpihakan atau tidak punya kepentingan dalam manajemen. Pada konteks ini variabel komite
audit dinilai melalui kalkulasi KA dikalkulasi lewat model pada penelitian ini yakni :

KA = Total Komite AUt ... e i 4)

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji antara satu variabel terikat dengan
lebih dari satu variabel bebas. Model analisis linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut:

Y = ot Xt PoXotPsXs+ &

Keterangan:
: Penghindaran pajak
: Konstanta
B1 P2 P3 : Koefisien regresi
: Kepemilikan institusional
X2 : Dewan komisaris
X3 : Komite audit
€ : Faktor gangguan stokastik pada observasi atau pengamatan yang ke i.

Hasil dan Pembahasan

Statistik deskriptif dalam pgelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran
umum mengenai data terkait Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan
Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. Analisis ini mencakup variablel dasar seperti nilai mean, nilai maksimum, nilai
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minimum, dan nilai standar deviasi. Hasil analisis deskriptif telah disajikan dalam tabel berikut,

yang merangkum informasi mengenai variable-variabel yang diteliti.
Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel Jumlah Nilai Nilai Nilai Rata- Std.
Sampel  Minimum  Maksimum Rata Deviation
Kepemilikan Institusional 56 0.32 0.99 0.744 0.178
Dewan Komisaris 56 0.33 1.00 0.535 0.127
Independen
Komite Audit 56 1.00 4.00 2.339 0.668
Penghiwran Pajak 56 0.13 0.66 0.244 0.084

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan dari Tabel 2 di atas, variable kepemilikan institusional dengan nilai minimum
yang diperoleh adalah sebesar 0.32 dan nilai maksimum yang diperoleh adalah sebesar 0,99 serta
nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 0.744, dan nilai standar deviasi yang digroleh adalah
sebesar 0.178. Dewan komisaris independent dengan nilai minimum yang diperoleh adalah sebesar
0.33, nilai maksimum yang diperoleh adalah sebesar 1.00, nilai rata-rata yang diperoleh adalah
sebesar 0.535, @n nilai standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar 0.127. Komite audit dengan
nilai minimum yang diperoleh adalah sebesar 1.00, nilai maksimum yang diperoleh adalah sebesar
4.00, nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 2.339, dan nilai @andar deviasi yang diperoleh
adalah sebesar 0.668. Penghindaran pajak dengan nilai minimum yang diperoleh adalah sebesar
0.13, nilai maksimum yang diperoleh adalah sebesar 0.66, nilai rata-rata yang diperoleh adalah
sebeffir 0.244, dan nilai standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar 0.084.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, model terlebih dulu di uji asumsi klasik. Uji asumsi
klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji
multikolineritas, dan uji heteroskedastisitas. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk
menguji antara satu variable terikat dengan lebih dari satu variable bebas. Hasil analisis regresi
linier berganda dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

. T Nilai
Variabel Nilai Beta signifikansi
(Constant) 0.109 0.228
Kepemilikan Institusional 0.131 0.041
Dewan Komisaris -0.087 0312
Komite Audit 0.036 0.037

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 3 menunjukkan gahwa kepemilikan institusional memiliki nilai tabel signifikansi
sebesar 0041 lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa wvariabel kepemilikan
institusional berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis
H, ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan institusional yang lebih tinggi
berhubungan dengan peningkatan praktik penghindaran pajak di dalam perusahaan. Hal ini
merupakan hasil yang tidak terduga, karena investor institusional, dengan akses ke sumber daya
dan kemampuan untuk memonitor manajemen, diharapkan dapat berperan dalam membatasi
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strategi perencanaan pajak yang agresif. Penolakan terhadap H; menyoroti hubungan yang
kompleks dgf) penuh nuansa antara kepemilikan institusional dan perilaku penghindaran pajak
perusahaan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami mekanisme dimana investor
institusional dapat mempengaruhi, atau gagal mempengaruhi, keputusan manajerial yang
berkaitan dengan perencanaan dan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini tidak mendukung prediksi teori keagenan. Teori keagenan menyatakan
bahwa investor institusional, sebagai pemegang saham yang besar dan canggih, akan memainkan
peran pengawasan dan membatasi manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang
agresif yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang
sahamnya. Namun, temuan dari penelitian ini menunjukkan hal yang sebaliknya - kepemilikan
institusional yang lebih tinggi dikaitkan dengan peningkatan penghindaran pajak. Hasil yang tidak
terduga ini menyoroti hubungan yang kompleks dan penuh nuansa antara kepemilikan institusional
dan perencanaan pajak perusahaan, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti
strategi investasi dan insentif investor institusional, serta lingkungan tata kelola perusahaan yang
lebih luas. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami mekanisme yang digunakan
oleh investor institusional untuk mempengaruhi keputusan manajerial terkait kepatuhan pajak dan
manajemen risiko pajak.

Kepemilikan institusional telah menjadi topik yang menarik dalam ranah penghindaran pajak,
dengan [Eberapa penelitian yang menjelaskan dampaknya. Damayanti & Wulandari (2021)
meneliti pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan strategi bisnis terhadap penghindaran
pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di industri barang konsumsi. Mereka
menemukan bahwa leverage dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap
penghindaran pajak. Demikian pula, Khan et al. (2017) memberikan bukti baru yang mendukung
hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajal§fjang mengindikasikan bahwa
peningkatan kepemilikan institusional terkait dengan peningkatan penghindaran pajak. Selain itu,
Dyreng et al. (2019) menyoroti bahwa kepemilikan institusional yang lebih tinggi berkorelasi
dengan peningkatan penghindaran pajak, yang semakin memperkuat hubungan positif antara
kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Sebagai kesimpulan, literatur yang ditinjau
memberikan pemahaman yang beragam mengenai hubungan antara kepemilikan institusional dan
penghindaran pajak. Sementara beberapa penelitian menyoroti hubungan positif antara
kepemilikan institusional dan penghindaran pajak, penelitian lain memberikan gambaran yang
lebih kompleks, yang mengindikasikan bahwa faktor tata kelola tambahan dan elemen kontekstual
dapat mempengaruhi hubungan ini. Dengan mempertimbangkan interaksi antara kepemilikan
institusional dengan tata kelola perusahaan, strategi bisnis, dan dinamika organisasi lainnya,
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong perilaku
penghindaran pajak dapat dicapai.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Widadi et al. (2022), Duan (2023), dan
Khan et al. (2017). Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil temuan yang menyatakan bahwa
kepemilikan institusional memberikan tekanan kepada manajemen untuk meningkatkan efisiensi
pajak, yang dapat menyebabkan peningkatan perilaku penghindaran pajak (Saputra & Yulianti,
2023; Tarmizi et al., 2023).

Tabel 3 menufjukkan bahwa dewan komisaris independen dengan nilai signifikansi sebesar
0.312 di atas nilai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak
berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka Hipotesis H; ditolak. Berdasarkan
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hasil analisis, variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap
penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen gk
memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Oleh
karena itu, Hipotesis H> yang mengusulkan bahwa keberadaan dewan komisaris independeigpkan
berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak tidak didukung oleh hasil penelitian ini. Tidak
adanya hubungan yang signifikan antara dewan komisaris independen dan penghindaran pajak
menyoroti perlunya pemeriksaan lebih lanjut mengenai peraf)independensi dewan komisaris
dalam mempengaruhi strategi perencanaan pajak perusahaan. Penelitian lebih lanjut diperlukan
untuk lebih memahami faktor dan mekanisme yang melaluinya komposisi dan independensi dewan
dapat, atau mungkin tidak, berkontribusi dalam membentuk pendekatan perusahaan terhadap
kepatuhan pajak dan manajemen risiko pajak.

Hasil penelitian ini tidak mendulgfng prediksi teori keagenan. Teori keagenan menyatakan
bahwa dewan komisaris independen, sebagai Efnponen kunci dari tata kelola perusahaan, akan
memainkan peran pengawasan dan membatasi manajer untuk terlibat dalam praktik penghindaran
pajak yang agresif yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan
pemegang saham. ffgmun, temuan dari penelitian ini menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu
bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
penghindaf pajak. Hasil yang tidak diharapkan ini menyoroti hubungan yang kompleks dan
bernuansa antara independensi dewan komisaris dan perencanaan pajak perusahaan, yang mungkin
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tanggun@jawab dan dinamika dewan komisaris, serta
lingkungan tata kelola perusahaan yang lebih luas. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih
memahami mekanisme di mana independensi dewan mempengaruhi keputusan manajerial yang
terkait dengan kepatuhan pajak dan manajemen risiko pajak.

Dampak dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak telah menjadi subjek
penelitian para ahli, dengan temuan yang berbeda yang membentuk wacana. Sementara beberapa
penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak secara signifikan
mempengaruhi penghindaran pajak, penelitian lain memberikan perspektif yang kontras Amalia
& Firmansyah (2022) menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa keberadaan mereka mempengaruhi
penghindaran pajak melalui pengawasan untuk memitigasi masalah keagenan. Namun, Widyastuti
et al. (2022) menyoroti bahwa dewan komisaris, termasuk komisaris independen, tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan adanya perbedaan
pemahaman tentang peran dewan independen dalam praktik terkait pajak. Hasil penelitian ini
didukung oleh hasil penelitian Krisnawati et al. (2023), Kurniati & Apriani (2021), dan Sarpingah
& Purba (2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak secara signifikan
mempengaruhi perilaku penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa keberadaan mereka
mungkin tidak menghalangi strategi pajak yang agresif.

Tabel 3 menunjukkan bahwa komite audit dengan nilai signifikansi tabel sebesar 0.037 di
bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit berpengaruh positif signifikan
terhadap penghindaran pajak. Efjka Hipotesis H3 ditolak bahwa komite audit berpengaruh negatif
terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang efektif
berhubungan dengan peningkatan penghindaran pajak, bertentangan dengan peran monitoring
yang diharapkan dari komite audit. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami
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mekanisme spesifik dan faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi hubungan antara komite
audit dan strategi perencanaan pajak perusahaan.

Hasil ini tidak mendukung teori keagenan, yang menyatakan bahwa komite audit, sebagai
[Egian dari struktur tata kelola perusahaan, akan memainkan peran pengawasan untuk membatasi
manajer agar tidak melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif. Temuan bahwa komite
audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak mengindikasikan adanya
hubungan yang lebih kompleks antara komite audit dan strategi perencanaan pajak perusahaan.
Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi mekanisme spesifik dan faktor-faktor
kontekstual yang dapat mempengaruhi peran komite audit dalam membentuk perilaku pajak
perusahaan.

Peran komite audit dalam mempengaruhi penghindafff§ pajak telah menjadi perdebatan
akademis yang sedang berlangsung. Beberapa peneliti telah menemukan hubungan negatif antara
komite audit dan penghindaran pajak, menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan pemantauan
komite audit membantu membatasi perencanaan pajak yang agresif. Namun, temuan penelitian ini
bertenfigan dengan pandangan tersebut, dengan menunjukkan hubungan positif yang signifikan
antara komite audit dan penghindaran pajak Hubungan antara komite audit dan penghindaran pajak
telah menjadi subjek wacana akademis yang signifikan. Sementara beberapa penelitian
menunjukkan hubungan negatif, yang mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan dan
pemantauan komite audit dapat membatasi perencanaan pajak yang agresif (Hsu et al., 2018),
penelitian lain menunjukkan temuan yang berbeda, yang menunjukkan korelasi positif yang
signifikan antara komite audit dan penghindaran pajak (Widyastuti et al.. 2022). Perspektif yang
berbeda ini menggarisbawahi kompleksitas peran yang dimainkan oleh komite audit dalam
mempengaruhi strategi pajak dalam organisasi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Alfandia & Putri (2023) dan Deslandes et
al. (2020) yang menyatakan bahwa komite audit yang lebih besar, yang ditandai dengan keahlian
yang beragam, cenderung memtfgsi strategi pajak yang agresif, sehingga mendorong kepatuhan
terhadap peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Hsu et al.
(2018) dan Indavyani (2019) yang menunjukkan bahwa komite audit yang memiliki keahlian
keuangan dapat mengevaluasi risiko yang terkait dengan strategi pajak dengan lebih baik, yang
mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih bijaksana terkait masalah pajak.

Simpulan

Penelitian ini telah memberikan wawasan yang berharga mengenai hubungan yang kompleks
Ef@ara mekanisme tata kelola perusahaan dan praktik penghindaran pajak. Meskipun keberadaan
kepemilikan institusional ditemukan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap
penghindaran pajak, namun dampak dari dewan komisaris independen dan komite audit lebih
beragam. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara dewan komisaris independen dan
penghindaran pajak menyoroti perlunya pemeriksaan lebih lanjut mengenai per) independensi
dewan komisaris dalam mempengaruhi strategi perencanaan pajak perusahaan. Penelitian lebih
lanjut diperlukan untuk lebih memahami faktor dan mekanisme yang melaluinya komposisi dewan
komisaris dan independensi dapat atau tidak dapat berkontribusi dalam membentuk pendekatan
perusahaan terhadap kepatuhan pajak dan manajemen risiko. Temuan bahwa komite audit
memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, yang bertentangan
dengan peran pengawasan yang diharapkan, juga memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
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Mekanisme spesifik dan faktor-faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi hubungan antara
komite audit dan strategi perencanaan pajak perusahaan memerlukan eksplorasi lebih dalam.
Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya untuk terus menyelidiki
hubungan yang rumit antara struktur tata kelola perusahaan dan pengambilan keputusan terkait
pajak di dalam organisasi. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan-hubungan ini
dapat memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi dalam
mengembangkan kerangka kerja tata kelola yang efektif yang menyeimbangkan antara kebutuhan
akan praktik perpajakan yang bertanggung jawab dengan tujuan yang lebih luas dari kegiatan
bisnis yang berkelanjutan dan menciptakan nilai.

Saran untuk para pembuat kebijafEh: Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembuat
kebijakan harus mempertimbangkan hubungan yang bernuansa antara mekanisme tata kelola
perusahaan dan praktik penghindaran pajak. Meskipun kepemilikan institusional tampaknya
berperan dalam membatasi penghindaran pajak, dampak dari dewan komisaris independen dan
komite audit lebih kompleks. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara komposisi dewan
komisaris independen dan penghindaran pajak mengindikasikan bahwa para pembuat kebijakan
mungkin perlu memeriksa faktor-faktor lain yang mempengaruhi peran dewan komisaris dalam
membentuk strategi pajak. Demikian pula, hubungan positif antara komite audit dan penghindaran
pajak menantang pemahaman konvensional tentang peran pengawasan komite audit. Para pembuat
kebijakan mungkin perlu mengevaluasi kembali desain dan implementasi persyaratan komite audit
untuk memastikan bahwa mekanisme tata kelola ini secara efektif membatasi perencanaan pajak
yang agresif, dan bukannya secara tidak sengaja memfasilitasinya. Pemahaman yang lebih
mendalam mengenai faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi hubungan komite audit
dengan penghindaran pajak dapat menjadi dasar bagi intervensi kebijakan yang lebih efektif.

Saran untuk peneliti selanjutnya: Penelitian lebih lanjut juga dapat menyelidiki interaksi dan
potensi pertukaran antara mekanisme tata kelola perusahaan yang berbeda dalam pengaruhnya
terhadap penghindaran pajak..
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